PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN FALUE
DESA NITUNG LEA

Menimbang

Menglngat

KEPUTUSAN
CAMAT PALUE
Momor: KCP.421.1/43/V/2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEN GEMBANGAN ANAK USIA DINI [ PAUD]

1.

POS PALD ST. PAULUS
CAMAT PALUE

bahwa Kelompok Bermain merupakan salah saty bentuk satuan Pengembangan
Anak Usia Dini [ PAUD ) sebapgaimana termuat dalan Undang - undang Nomor
20 Tabun 2003 tentang Sistem: Pendidikan Masional menyatakan bahwa upaya

pembinaan yang dituiukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi
Heberhasilan Pendidikan Pemula;

bahwa Pengembangan Anak Usiz Dini dapat diakses oleh masyarakar melaly]

Pembentukan Lembaga Paud dalam bentuk Kelompok Bermain:

bahwamelalui verifikasi yang telah dilakukan maka POS paUD st Paulus relah

memenuhi syarat dap da pat diberikanlsin Operasional:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimany tersehy| pada huraf a, b dan ¢,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan MNahraga

tentang Pemberian |zin Penyvelengparaan Pengembangan Anak Usia Dini [Paud)
dalam bentulk Kelompok Bermain;

Undang - Undang Nomoar 9 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dasral — daerah

Tingkat 11 dalam wilayah Daerah Tinghkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusg

Tenggara Timur [Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 165 51

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang  Kesejahreraan Anal

(Lembaran MNegara Republik [ndonesia Tahun 1979 Nemor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3143);



10

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar KHIHOR

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Ferlindungan  Anak
(Lembaran Negara Republik [ndonesig Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 42351

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Masional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomuor 4301);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomar 4437} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas [f ndang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintzhan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 44 B4);

Undang - Undang Nomor 25 Tabwun 2009
(Lembaran Negara Re

tentang Pelavanan Puhlil
publiz Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
Republik Indonesia Tabun 2ogg Nomor 1
Republik Indonesia Nowor 50 63);

(Lembaran MNepara

44, Tambahan Lembaran Negara

Undang - Undang Nemor 52 Tahun 2009 tentang Perlemban gan Kependudulan

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera {Lembaran Megara Republik Indanesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Ne
Momor 5080);

Bara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tenlang
Perundang - Undangan [Lembaran MNegara Re

Nomer 82, Tambahan Lembaran M

Pembentukan Peraturan
rublik Indonesia Tahuyn 2011
€Rara Republik Indonesia Nomor 5234}



11.

12,

13

14,

15.

16,

18,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peratdran Pemerintah Momoer 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propingi dan Pemerintahan
Dagrah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republil Indonesia Taliun 207

Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republil Indonesia Nomar 473 7l

Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Heagamaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomer 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4769);

Peraturan Pemerintabh Nomer 47 Tahup 2008 tentang Wajib Helaiar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 90, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Talun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nam or 4864];

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 194, Tamhbah
Republik Indonesia Nemaor 4941);

an Lembaran Megara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia T

2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

ahun

Nomor
3105) sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun Z010[Letabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun ‘2007 tentanpg Urusan

Pemnerintaban yang menjadi
[Le

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Silkka
mbaran Daerah Kabupaten Sikka Tahue 2007 Nomar 28 Seri F Nomor 21,

Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUISKAN :

Memberikan ljin Operasional Fenyelenggaraan Kepada:

=

Mama Lembaga ¢ Pos PAUD 5t Paulus
Alamat : Nitung

Desa :  MNitung Lea

Kecamatan : Palue

Kahupaten o Bikla

Pemimpin/ Penangpu npjawab : Pjs. Kepala Desa Nitung Les
Penyelenggara / Penpelala :  Hilarius Tongge

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktug ke satu
mempunyal tugas ;

L. menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Din [ PAUD
sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyaralat:

2. membuat laporan berkals setiap 3 (tiga) bulan selcali berdasarkan
medel yang ditetapkan: dan

3. hJa]:mran berkala tentang kegiatan Paud sehagaimana dimaksud dalam
roin 2 wajib dikirimlan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

lzitr Operasional Penyelenggaraan Pendidilean Anak Usia Dini [PAUD) Pos
FAUD St Paulus tersebut berlaky selamad { tiga } tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan keputusan ini:

Satu bulan sebelum izin eperasional ind
wallb menyampaikan ke Dinas Ppo
tentang perkembangan PALID:

berakhir pemegang izin aperasions
dengan membawa serta laporan akhur

Keputusan ini berlaky sefak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi - Palye
Pada tanggal v 13 Mei 2016

. Pembina_~
Nip. 196605161999 03 1 006



